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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil peneliatian lapangan tentang “Analisis Hukum 

Islam Terhadap Hutang Piutang Dana  Zakat Māl di Yayasan Nurul Huda 

Surabaya”. Dengan tujuan untuk menjawab permasalahan tentang: Bagaimana 

Aplikasi Hutang Piutang Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya? dan 

Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Māl  di 

Yayasan Nurul Huda Surabaya? . 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, yang menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk 

pengumpulan data. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan 

metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. 

Hasil penelitian, hutang piutang yang dilakukan di Yayasan Nurul Huda 

dilakukan oleh masyarakat kepada amil zakat tanpa ada pemberitahuan kepada 

pihak yayasan maupun amil yang lain. Dan tidak ada jaminan karena antara amil 

dan yang berhutang saling percaya. Pengembalian hutang piutang tersebut tidak 

mengambil keuntungan dan diberi waktu oleh amil untuk pengembaliannya 

karena dana zakat tersebut harus di bagikan kepada orang-orang yang berhak 

menerima zakat.  

Hasil analisa hutang  piutang di Yayasan Nurul Bahwa praktik hutang 

piutang di Yayasan Nurul Huda sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang 

No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini hak mustahik 

tergolong pada posisi hak pertengahan, di mana ia dapat menuntut kepemilikan 

atas dana zakat tersebut. Praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda Surabaya, 

ditinjau dengan menggunakan maṣlahah mursalah tidak tepat. karena, faktanya 

hampir separuh peminjam menunggak dalam pengembalian utangnya, bahkan 

kebanyakan adalah bukan dari kalangan mustahik, yang lebih berhak atas dana 

zakat itu agar mereka dapat menjadi muzakki. Ditinjau dengan teori saad aż 

żarī’ah, praktik peminjaman zakat māl di Yayasan Nurul Huda, dengan sistem 

yang sudah diterapkan sekarang tidak tepat, bahkan perlu dihindari agar tidak 

terjadi kemafsadatan. akan tetapi, akan menjadi maslahat jika pengelolaannya 

menggunakan sistem yang tepat dan tertata, ditambah orang yang berhutang 

kebanyakan bukan dari kalangan mustahik. Akhirnya dana berhenti di tangan 

peminjam tersebut, dan mustahik akan lebih sulit untuk menjadi muzakki. selain 

itu, praktek ini akan lebih maṣlahah jika dilakukan setelah mustahik mendapat 

hak-haknya dari zakat.  

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dari itu hutang piutang yang 

terjadi di Yayasan Nurul Huda harus sesuai dengan ketentuan qarḍ al ḥasan agar 

tidak keluar dari ketentuan syariah. 
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I. Penyelesaian qard al ḥasan menurut hukum Islam ..........             37 

BAB III    APLIKASI HUTANG PIUTANG …………………………..               43 

A. Profil Yayasan Nurul Huda Surabaya ………………..               43 

1. Sejarah berdirinya Yayasan Nurul Huda ...................    43 

2. Legalitas Yayasan Nurul Huda ..................................  45 

3. Visi dan Misi  ............................................................. 46 

4. Struktur     ................................................................... 47 

B. Peran dan Posisi Yayasan di Masyarakat ……………… 51 

1. Peran yayasan dalam bidang sosial keagamaan .......... 51 

2. Peran yayasan dalam perekonomian ........................... 52 

C. Latar Belakang Hutang Piutang ....................................... 53 

D. Penyaluran Hutang Piutang… .......................................... 54 

 



xi 
 

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG 

DANA ZAKAT MA̅L DI YAYASAN NURUL HUDA 
SURABAYA 

A. Analisis Mekanisme Hutang Piutang Dana Zakat ...............  57     

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat    60 

BAB V PENUTUP  …………………………………………….....              65 

A. Kesimpulan …………………………………………….   65 

B. Saran …………………………………………………...   66 

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………..   67 

LAMPIRAN ……………………………………………………………….   70 



1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia bisnis kini semakin berkembang. Bisnis 

adalah salah satu kebutuhan untuk menyambung hidup bagi setiap manusia. 

Kebiasaan berbisnis yang telah dibudayakan oleh masyarakat selain untuk 

mencari keberkahan yaitu untuk memenuhi kebutuhan baik berupa kebutuhan 

primer, sekunder, atau tersier. Kegiatan berbisnis kerap kali menjadi 

permasalahan besar apabila terjadi kemacetan dalam perkembangannya. Itulah 

sebabnya masyarakat timbul rasa takut untuk memulai bisnisnya. Dalam 

mengatasi permasalahan seperti ini dibutuhkan suatu bantuan usaha yang 

paling utama yaitu berupa modal usaha. Bantuan modal usaha sangat 

berpengaruh terhadap pengembangan keterampilan yang dapat membantu 

kelancaran usaha dan dapat merealisasikan rencana para pelaku usaha. 

Mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu usaha yang menarik 

disertai dengan bakat kreatif dalam melakukan bisnis adalah sebuah langkah 

awal untuk memperoleh daya tarik dari para konsumen.Namun yang sering 

penulis jumpai, para pelaku usaha tidak bisa menerapkan skill dalam dunia 

bisnis dikarenakan kekurangan modal usaha. Sehingga produk yang 

dikerjakan tidak dapat mencapai target yang diinginkannya.   
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Kurangnya modal usaha bagi para pelaku usaha diakui sebagai 

permasalahan yang perlu diperhatikan. Permasalahan ini berdampak terhadap 

kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran yang semakin 

banyak di Negara Indonesia saat ini. Oleh karena itu dampak dari 

permasalahan ekonomi ini perlu untuk diadakannya penanggulangan yang 

tepat. Sebagai umat Islam alangkah lebih baiknya saling membantu kepada 

masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk biaya-biaya kehidupannya. 

Sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Māidah ayat 2 Allah berfirman; 

  ثمِْ وَ الْعُدْوَانِ...وَالتـَّقْوَى وَلاتََـعَاوَنُـوْاعَلَى اْلإِ  لْبرِِّ ...وَتَـعَاوَنُـوْاعَلَى ا
Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjīīakan) kebaikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran...”(Q.S Al-Māidah:2)1 

 
Ayat ini merupakan salah satu perintah bagi umat Islam untuk saling 

tolong menolong sesama makhluk sosial. Maka salah satunya adalah 

diperintahkan juga kepada umat muslim untuk tolong menolong dalam bentuk 

pinjaman atau menghutangi kepada orang yang membutuhkan dengan 

memberikan dana seperti modal usaha. Hal seperti ini maka baik bagi dirimu. 

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor 

dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik, mereka yang 

meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga yang 

meninggalkan akhirat untuk urusan dunia.2 Dalam tuntunan Islam yang 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2002), 106. 

2Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001),12. 
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mengatur tentang ekonomi umat tentang harta adalah bahwa, harta harus 

berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir 

orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga 

tidak produktif.3 

 Manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang. Sebab di 

antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. 

Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang 

dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit 

rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga 

mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang untuk mencari pinjaman dari 

orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. 

Dalam ajaran Islam, hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi 

diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Karena hutang bisa 

mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sebaliknya juga bisa 

menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. 

Tetapi di sini ada juga dana zakat yang dihutangkan tanpa 

sepengetahuan amil-amil yang lain. Transaksi qarḍ diperbolehkan oleh para 

ulama berdasarkan firman Allah SWT dan hadist Nabi. Ayat yang 

memperbolehkan transaksi qarḍ adalah QS. Al-Hadīd ayat 11, yang artinya: “ 

Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah pinjaman yang 

                                                           
3Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, 
(Jakarta: Erlangga, 2010), 25. 
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baik, Allah akan melipatgandakan (balasan pinjaman itu untuknya dan dia 

akan memperoleh pahala yang banyak.4 

Dasar hukum dari al-Quran yang lain juga disebutkan dalam QS. al-

Baqarah ayat 245, yang berbunyi:   

يْهِ مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ ا�ََّ قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ وَا�َُّ يَـقْبِضُ وَيَـبْسُطُ وَإِلَ 

 )٢٤٥تُـرْجَعُونَ (
Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 

yang baik (menafkakahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah 
akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 
yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) 
dan kepakda-Nya lah kamu dikembalikan.”(QS.Al-Baqarah:245).5 

 
Qarḍ̣ adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang 

dipinjam dan pihak yang dipinjamkan. Jadi orang yang mempunyai dana harus 

mengetahui jika uangnya dipinjamkan kepada orang lain baik itu dana zakat 

maupun tidak. Dalam pinjaman boleh mengambil biaya administrasi tanpa 

menghitung melalui presentase uang yang dihutangkan jadi tidak termasuk 

kelebihan dalam hutang dan uang administrasi tersebut tidak tercantum dalam  

akad perjanjian hutang sebab itu bukan hutang tapi termasuk biaya 

administrasi.6 

Pengaruh-pengaruh yang baik dari zakat pada aspek sosial-ekonomi, 

memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan 

                                                           
4Ahmad  Wardi Muslih,  “Fiqh Muamalat”, (Jakarta : AMZAH, 2010),  273-274. 
5 Departemen RI, “Al-Quran dan Terjemahannya”, (Surabaya: Mahkota, 2001), 209. 
6 Ismail, Nawawi “Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 121. 
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pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan.7 Di yayasan ini 

terdapat pemberian hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan amil yang 

lain untuk kepentingan pribadi. 

Dana zakat di Yayasan Nurul Huda ada salah satu amil zakat yang 

menghutangkan dana zakat tanpa sepengetahuan amil yang lain, seharusnya 

seluruh amil harus mengetahui dan orang yang mempunyai dana zakat juga 

mengetahui sebab dalam hutang harus harta milik pribadi atau harta sendiri 

yang boleh dihutangkan sedangkan dalam hal ini harta yang dihutangkan 

adalah milik umum sebab dana zakat merupakan dana yang diperuntukkan 

banyak orang bukanlah dana pribadi. 

Pemberian hutang oleh amil zakat disini tentu akan merugikan orang 

lain (penerima zakat) sebab dalam hal ini harta yang sudah harus dikeluarkan 

masih dihutangkan oleh amil, seharusnya dalam hutang tidak ada yang 

dirugikan dan bisa memberi manfaat terhadap orang lain. 

Pada Yayasan Nurul Huda menerima zakat dari wali murid yang 

mampu, mereka mengeluarkan zakat setiap bulan sekali dengan nominal yang 

tidak tetap, zakat juga didapatkan dari guru-guru yang mampu, yaitu guru-

guru yang mempunyai penghasilan di luar profesinya sebagai guru, dan ada 

juga zakat itu diperoleh dari warga sekitar yang mengetahui bahwa di 

Yayasan Nurul Huda terdapat tampungan dana zakat, sehingga hal ini 

                                                           
7 Asnaini, Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70. 
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membuat banyak warga sekitar yang menyalurkan zakatnya kepada Yayasan 

tersebut. Mereka menyalurkan zakat rata-rata setiap semester yaitu 6 bulan 

sekali dan  nominalnya pun tidak selalu sama. Hal ini tentu sangat bermanfaat 

bagi yayasan ini karena dapat membantu murid-murid yang kurang mampu 

dalam melakukan pembayaran adminstrasi sekolah serta sangat membantu 

warga sekitar yang kurang mampu dalam kehidupan ekonomi dan sangat 

kekurangan. 8   

Yayasan Nurul Huda dalam mengeluarkan zakat yaitu setiap 1 bulan 

sekali, mereka mengeluarkan zakat terlebih dahulu  kepada murid-murid yang 

kurang mampu, yayasan mengeluarkan zakat dengan langsung membayarkan 

biaya sekolah, seperti SPP dan sebagainya. Hal ini tentu banyak membantu 

wali murid karena dalam yayasan ini banyak sekali murid yang tidak mampu 

padahal mereka masih semangat dalam menuntut ilmu, sehingga setelah ada 

dana zakat mereka tidak ada lagi kendala yang menyangkut administrasi. 

Setelah penyaluran zakat kepada siswa selesai, mereka juga menyalurkan 

zakat kepada warga sekitar yang kurang mampu, banyak sekali warga 

disekitar yayasan rata-rata hanya pedagang pinggiran yang penghasilan sehari 

hanya mencapai 25 ribu sampai dengan 50 ribu meskipun tidak semua warga 

mengalami krisis ekonomi. Yayasan mengadakan zakat ini hanya ingin 

membantu orang-orang yang membutuhkan agar mereka (muzakki) dengan 

                                                           
8 Siti Khalifa, Wawancara, Surabaya 14 sepetember 2015. 
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gampang menyalurkan zakat dengan bantuan amil zakat di Yayasan Nurul 

Huda.  

Bertitik tolak pada penjelasan tersebut di atas, maka penulis akan 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya”. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalahnya dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Mekanisme terhadap hutang piutang dana zakat māl di Yayasan Nurul 

Huda Surabaya 

2. Hukum Islam terhadap mekanisme hutang piutang dana zakat māl di 

Yayasan Nurul Huda Surabaya. 

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penulisan proposal ini, 

maka penulis perlu membatasi permasalahannya sebagai berikut: 

1. Mekanisme terhadap hutang piutang dana zakat māl di Yayasan Nurul 

Huda Surabaya. 

2. Analisis Hukum Islam terhadap hutang piutang dana zakat māl di Yayasan 

Nurul Huda Surabaya. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari berbagai pertimbangan dan analisis di atas, maka permasalahan 

utama dalam penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang 

Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya yang berupa rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Aplikasi Hutang Piutang Dana Zaka Māl di Yayasan Nurul 

Huda Surabaya ? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat 

Māl  di Yayasan Nurul Huda Surabaya?                                                                                                                             

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan 

deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.9 

Ada beberapa penelitian yang mengangkat judul yang hampir sama, yakni: 

1. Siti Umi Nadhifah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Sistem Pinjaman dengan Syarat Infaq pada “Pilar 

Mandiri” di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Metode yang digunakan 

                                                           
9Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8. 
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adalah metode deskriptif analisis, sedangkan untuk data yang dipaparkan 

dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Hasilnya penulis 

menganggap bahwa akad pada program “Pilar Mandiri” tidak sesuai 

dengan rukun dan syarat qarḍ yaitu adanya sistem infaq sebagai 

tambahan pada pembayaran pinjaman.10 

2. Mohammad Hamza, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, Prespektif pada 

Kiai Setempat Tentang Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar 

Kabupaten Bangkalan (Studi Hukum Islam).  penelitian ini menggunakan 

teknik deskriptif analitis, dengan menggunakan pola pikir induktif. 

Menyimpulkan bahwa Kiai Achmad Nahrowi Shodiq dan Ustad Zaenal 

Abidin memperbolehkan pinjaman dana bergulir, dengan alasan 

maslahatnya lebih banyak dari pada madharatnya. Sedangkan KH. 

Abdullah tidak memperbolehkan dengan alasan praktek simpan pinjam 

dana bergulir tersebut termasuk riba karena adanya penambahan harta 

dalam pengembalian utang (pinjaman). Perspektif tersebut berbeda 

dengan perspektif beberapa fuqaha kontemporer, di antaranya Ahmad 

Hasan, Organisasi Islam Nahdhatul Ulama’ Indonesia, Abdul Hamid 

Hakim, Syafruddin Prawiranegara, M.Quraish Shihab menyimpulkan 

                                                           
10 Siti Umi Nadhifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pinjaman Dengan Syarat Infaq pada 

“Pilar Mandiri” di Yayasan Nurul Hayat Surabaya”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 
79. 



10 
 

keuntungan dalam pinjaman dana bergulir tersebut dibolehkan atau 

dihalalkan dengan pertimbangan maslahat lebih banyak dari pada 

mudharatnya.11 

3. Muhamad Muklis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011,  Analisis Hukum 

Islam Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun Putat 

Desa Weduni kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Skripsi ini adalah 

hasil penelitian lapangan tentang Analisis Hukum Hutang Piutang Petani 

tambak kepada tengkulak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

hutang piutang petani kepada tengkulak termasuk hutang bersyarat, yakni 

adanya kekhususan bagi petani tambak untuk menjual ikan hanya kepada 

tengkulak.12 

Dari ketiga kajian tersebut menunjukan bahwa tidak satupun yang sama 

dengan penelitian yang akan saya teliti namun justru penelitian-penelitian 

tersebut memperkuat penelitian yang akan saya pakai dalam mengkaji hukum 

Islam. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

                                                           
11Mohammad Hamza, “Prespektif pada Kiai Setempat tentang Pinjaman Dana Bergulir di Unit 
Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 
di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Studi Hukum Islam)”,(Skripsi--
IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 99-100. 
12Muhammad Mukhlis, “Analisis Hukum Islam Hutang Piutang Petani tambak kepada tengkulak di 
Dusun Putat Desa Weduni kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel : 
Surabaya, 2014), 80. 
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1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi hutang piutang dana zakat māl di 

Yayasan Nurul Huda Surabaya. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hutang 

piutang dana zakat māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis 

membagi manfaat penelitian ini ke dalam dua poin, yaitu: 

1. Secara Teoritis, kajian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang 

Piutang Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya” adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran yang bernuansa Islami terhadap 

hutang piutang dana zakat  māl oleh amil zakat di Yayasan Nurul 

Huda 

b. Sebagai acuan atau refrensi untuk mahasiswa jika hendak meneliti 

judul yang sama. 

2. Secara Praksis 

a. Peneliti, memberikan pengetahuan lebih jauh, karena yang diteliti 

merupakan hal yang baru untuk pengkajian keIslaman. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan atau pengetahaun bagaimana praktek 

hutang piutang yang sesuai dengan hukum Islam. 

c. Amil zakat hendaknya bisa bersikap amanah terhadap apa yang telah 

di amanahi. 
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G. Definisi Operasional 

Dalam definisi operasional ini, peneliti berusaha menjelaskan apa 

makna yang terkandung dalam variabel-variabel pada judul yang telah 

diangkat oleh peneliti. Dan inilah uraian tentang judul adalah: 

1. Hukum Islam 

Adalah pendapat para ulama fiqih tentang hutang piutang dana zakat māl 

berdasarkan al-quran, hadist, dan ijma’. 

2. Hutang Piutang  

Adalah pinjaman yang diberikan oleh amil di Yayasan Nurul Huda dan 

dipinjamkan kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi yang 

diambilkan dari harta zakat. 

3. Dana Zakat Māl 

Adalah dana zakat yang dikelola oleh Yayasan Nurul Huda yang di peroleh 

dari sebagian wali murid, guru-guru, warga sekitar yang mencukupi syarat 

untuk mengeluarkan zakat untuk diserahkan kepada orang-orang yang 

berhak. 

4. Yayasan Nurul Huda 

Adalah sebuah lembaga pendidikan yang menampung muzakki yang ingin 

mengeluarkan zakatnya untuk depalan golongan. 
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H. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian di perlukan metode sebagai cara untuk 

mencapai tujuan. Metode  adalah cara ilmiah yang digunakan dalam suatu 

penelitian untuk mencari suatu kebenaran secara objektif, empirik dan 

sistematis. Sutrisno Hadi  mengemukakan, metode penelitian adalah “suatu 

usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode 

penelitian.13 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan & 

Taylor dalam Moleong adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.14 Dalam penelitian ini peneliti 

mendeskripsikan tentang Hutang Piutang Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul 

Huda Surabaya serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hutang 

piutang tersebut.  

                                                           
13 Sutrisno Hadi, Metode Resech 1, ( Yogyakarta: Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1984), 4. 
14

Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2006), 5. 
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2. Data Yang Dikumpulkan 

a. Data tentang pihak yang melakukan hutang piutang menggunakan 

harta zakat tanpa sepengetahuan amil yang lain. 

b. Proses terjadinya hutang piutang, bagaimana prosedur pengembalian 

hutang dana zakat  māl  tersebut. 

3. Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain.15 Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan peneliti adalah 

pertanyaan yang disampaikan kepada informan sesuai dengan perangkat 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berpedoman pada fokus 

penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi sebanyak mungkin.16 

a) Sumber Data Primer 

Sumber Data primer merupakan sumber data yang pokok/utama dari 

pihak yang bersangkutan di lapangan yakni: 

                                                           
15 Ibid.., 157. 
16 Dalam menggali sumber data peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan obyek yang 

diteliti, Selanjutnya data-data penunjang atau data sekunder diantaranya: wawancara dengan pihak 
terkait, misalnya dengan nasabah, dan pihak bank, 
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1)  Amil yang melakukan hutang piutang di Yayasan Nurul Huda 

Surabaya. 

2) Orang yang berhutang di Yayasan Nurul Huda Surabaya. 

3) Arsip zakat yang ada di Yayasan Nurul Huda Surabaya. 

b) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian 

terdahulu17. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang umumnya 

berupa bukti penyaluran zakat serta bukti wawancara untuk mengetahui 

praktik hutang piutang dana zakat māl . 

4. Teknik Pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilandaskan pada aturan yang baku yang telah menjadi bahan didalam 

penelitian kualitatif yang mana pengumpulan datanya dengan cara 

pengamatan atau observasi dan interview atau wawancara18. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan kajian 

penelitian, maka penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Observasi  

                                                           
17 Masruhan, Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka,2013), 93. 
18Ibid.., 211. 
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Observasi adalah suatu cara mengadakan penyelidikan dengan 

menggunakan pengalaman terhadap suatu objek dari suatu peristiwa 

atau kejadian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini di gunakan 

observasi sistematis, dimana peneliti melakukan langkah sistematis 

dalam mengamati objek penelitian dengan mengikuti latihan-latihan 

yang memadai disertai dengan persiapan yang teliti dan lengkap, 

sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai dengan fokus masalah 

yang telah ditetapkan.19 

Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan metode 

observasi  ini adalah: 

1) Kondisi objek penelitian. 

2) Prosedur atau tata cara penyaluran zakat māl 

3) Penggunaan zakat māl yang dihutangkan.                                                                                                                                                                                           

b.   Interview (wawancara) 

Interview (wawancara) adalah teknik mendapatkan informasi dengan 

cara bertnya langsung kepada responden, percakapan itu dilakukan 

dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara  yang bertugas sebagai orang yang mengajukan 

pertanyaan dan yang dikenai pertanyaan atau orang yang menjawab dari 

pertanyaan tersebut.20 Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-

                                                           
19 Ibid.., 212. 
20 Ibid.., 235. 
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pihak terkait yaitu amil zakat, orang yang mengelurkan zakat serta orang 

yang melakukan hutang piutang dengan dana zakat māl dengan maksud 

untuk melengkapi data yang diperoleh. Data ini berupa: data tentang 

prosedur penyaluran zakat mal, penggunaan zakat mal untuk 

dihutangkan di Yayasan Nurul Huda Surabaya. 

Adapun data yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut : 

1) Banyaknya orang yang mengeluarkan zakat 

2) Jumlah orang yang melakukan Hutang Piutang dengan dana zakat 

māl 

3) penyaluran zakat māl terdapat delapan golongan. 

c.  Dokumentasi 

Data ini berupa: faktur, jurnal surat-surat, notulen hasil rapat, 

memo atau dalam bentuk laporan program. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data 

tentang: sejarah berdirinya Yayasan Nurul Huda Surabaya, struktur 

organisasi, visi dan misi, kegiatan operasionalnya, bukti-bukti 

penyaluran zakat serta pengunaan dana zakat māl yang dihutangka di 

Yayasan Nurul Huda Surabaya.21 

5. Teknik Pengolahan Data 

                                                           
21 Nur Indriantoro,Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, 
(Yogyakarta: BPFE, 2002), 146. 
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Dilakukan sebuah mengelola data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik pengeditan data dan pengorganisasian data. Setelah 

penelitian selesai atau telah terkumpul, maka diperlukan sebuah 

pengelolaan data-data yang terkumpul dengan mengadakan beberapa 

proses, antara lain:  

a. Pengorganisasian data dalam hal ini mendapatkan data-data yang jelas 

dan terorganisir dengan baik, sehingga dapat di analisis lebih lanjut 

guna perumusan deskriptif. 

b. Pengeditan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian 

data yang telah dikumpulkan atau memeriksa kembali informasi yang 

telah diterima peneliti.22 Yakni memeriksa data yang terkumpul baik 

melalui observasi maupun wawancara terhadap amil zakat dan orang 

yang melakukan hutang piutang dengan dana zakat mal serta orang 

yang mengeluarkan zakat. 

c. Analisis data adalah tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut 

untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada. 

6.   Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah sebagai bagian dari proses pengujian data yang 

hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik 

kesimpulan penelitian.23Analisis data dapat dilakukan setelah 

                                                           
22 Masruhan, Metodologi Penelitian…, 253. 
23Nur Indriantoro, Bambang Supomo,Metodologi Penelitian Bisnis…, 11. 
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memperoleh data, baik dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian 

data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir 

penelitian.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap 

data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian 

dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap 

suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru 

ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.24 

Analisis datanya menggunakan metode deduktif yaitu untuk 

mengetahui tentang kasus diatas yang menjadi permulaan pembahasan 

untuk mengemukakan dalil-dalil yang bersifat umum dalam perkara zakat 

māl serta penggunaan harta zakat. Sedangkan yang bersifat induktif 

adalah hasil penemuan studi kasus yang terjadi di Yayasan Nurul Huda 

tentang penggunaan harta zakat untuk pinjaman pribadi. 

I. Sistematika Pembahasan 

 Skripsi ini, penulis akan menggunakan isi uraian pembahasan, adapun 

sistematika pembahasan proposal penelitian terdiri dari lima Bab sebagai 

berikut : 

 Bab pertama berisi Pendahuluan, tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah,  rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

                                                           
24 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Edisi Pertama, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2004), 106. 
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manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua Qarḍ al Ḥasan Menurut Hukum Islam, bagian ini 

menyangkut pengertian qarḍ al ḥasan, dasar hukum, syarat, rukun, manfaat, 

hikmah dan skema qarḍ al ḥasan, penyelesaian qarḍ al ḥasan menurut hukum 

Islam. 

Bab ketiga Aplikasi Hutang Piutang di Yayasan Nurul Huda Surabaya 

yang mencakup, profil, struktur, program kegiatan, visi dan misi, peran dan 

posisi yayasan, latar belakang zakat māl yang dihutangkan, penyaluran hutang 

piutang. 

Bab keempat memuat Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang 

Piutang dana zakal māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya, mengenai : 

Mekanisme hutang piutang dana zakat, serta bagaimana analisis hukum Islam 

tentang hutang piutang dana  zakat māl . 

Bab kelima merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang 

di dalamnya menjawab semua rumusan masalah dan juga berisi saran. 
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BAB II 

QARḌ AL ḤASAN MENURUT HUKUM ISLAM 

A.  Pengertian Qarḍ al Ḥasan  

1.  Menurut fiqh 

Qarḍ al Ḥasan adalah suatu interest free financing. Kata “h ̣asan” 

berasal dari bahasa arab yaitu ”iḥsan” yang artinya kebaikan kepada orang 

lain. Qarḍ al Ḥasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang 

sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar 

bunga atau keuntungan. Penerima qarḍ al hạsan hanya berkewajiban 

melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan 

apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri 

membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih 

kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan 

sebelumnya di muka.1 

Qard ̣ al Ḥasan atau benevolent loan adalah suatu pinjaman lunak 

yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak 

dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.2 Pada 

dasarnya qard ̣ al ḥasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara 

benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal 

asalnya. 3 

                                                           
1 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, 
(Jakarta: Kencana, 2014), 342-343. 

2  Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41. 
3 Ibid., 42. 
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Qarḍ al H ̣asan tergolong dalam akad tabarru’. Akad tabarru’ 

dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan 

(tabarru’ berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). 

Dalam akad tabarru’, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak 

mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.4 Pada dasarnya 

pinjaman qarḍ al ḥasan diberikan kepada: 

a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk 

tujuan-tujuan yang sangat urgen 

b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek 

bisnis yang sangat baik.5 

Qarḍ yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan 

keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sadaqah.6 Qarḍ  

al H ̣asan juga dikhususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada 

usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk qard ̣ al h ̣asan 

tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya 

yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang. Seperti bea materai, bea akta 

notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya.7 

Pada hakikatnya qarḍ adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang 

meminjam. Qarḍ bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang 

                                                           
4 Adiwarman karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2004), 58. 
5 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, 
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34. 
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: GemaInsani, 2001), 
133.  
7 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan...,  28-29.  
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meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. 

Namun yang terdapat pada qarḍ ini adalah mengandung nilai kemanusiaan 

dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si 

peminjam modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh 

pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan 

kontrak qarḍ.8 

2. Menurut Fatwa DSN  

Al-Qard ̣ sebagaimana diterangkan dalam fatwa DSN MUI No. 

19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al- Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan 

kepada nasabah lembaga keuangan syariah (muqtarid ̣)̣ bagi yang 

memerlukan.9 Dikatakan qard ̣ al hạsan karena pinjaman ini merupakan 

wujud peran sosial lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat 

muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya 

dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika nasabah 

mengalami kesulitan untuk membayar atau mengangsur tagihan bulanan, 

maka pihak LKS harus memberikan dispensasi/ keringanan dengan tidak 

memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku pada 

lembaga keuangan konvensional dan menunggu sampai nasabah mempunyai 

kemampuan untuk membayarnya. Bahkan pada kondisi tertentu dimana 

nasabah benar-benar pailit pihak LKS dapat membebaskan nasabah dari 

segala tanggungan hutang. Namun pembebasan hutang ini jarang terjadi 

karena biar bagaimanapun, LKS adalah institusi bisnis komesrsial dimana 

                                                           
8
Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 267. 

9
DSN MUI, Qard,̣ Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qarḍ, 3. 
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dalam Fatwa DSN tersebut diatas, pada pasal pertama ayat (4) disbutkan 

bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang 

perlu. 

B. Perbedaan Qarḍ  dan Qarḍ al Ḥasan 

1. Qarḍ adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih 

kembali, sedangkan qard ̣ al ḥasan pemberian pinjaman kepada orang lain, 

dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila 

dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. 

Sehingga qardhul h ̣asan ini dianggap sadaqah. Walaupun pada prinsipnya 

bukanlah produk yang Profitable namun tetap harus diperhatikan sistem 

dari produk ini agar lebih optimal dan meminimalisir resiko yang 

mungkin terjadi.10 

2. Dilihat dari segi sumber dana, sumber dana qarḍ berasal dari dana 

komersial atau modal. sedangkan sumber dana qarḍ al ḥasan berasal dari 

dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan sadaqah. 

C. Dasar Hukum Qarḍ al Ḥasan 

1. Landasan Hukum al-Quran  

Dalil berlakunya qard ̣ al ḥasan terdapat pada al-Quran surat al-

Baqarah ayat 280, sebagai berikut; 

تُمْ تَـعْلَمُوْنَ ةُ اِلىٰ وَاٍنْ كَانَ ذُوْعُسْرةٍَ فَـنَظِرَ  راًلَّكُمْ إِنْ كُنـْ قُـوْا خَيـْ   مَيْسَرةٍَ وَأَنْ تَصَدَّ

Artinya:“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu 

                                                           
10

Warkum, sumitro. Asas-asas Perbankan  Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2004), 76. 
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menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 
(Q.S. al-Baqarah :280)11 

 
Ayat di atas merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat yang 

sebelumnya memerintahkan agar orang yang beriman menghentikan 

perbuatan riba setelah turun ayat di atas. Para pemberi utang menerima 

pokok yang dipijamkannya. Maka ayat ini menerangkan : Jika pihak yang 

berhutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, hingga dia sanggup 

membayar utangnya. Sebaliknya bila yang berhutang dalam keadaan 

lapang, ia wajib segera membayar utangnya.  

Dari ayat ini juga dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan 

agar memberi sedekah kepada orang yang berhutang, yang tidak sanggup 

membayar utangnya, orang yang berpiutang wajib member tangguh 

kepada orang yang berhutang bila mereka dalam kesulitan, dan juga bila 

seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup 

membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya 

dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian 

maupun seluruhnya atau dengan jalan yang lain yang baik.  

Dan Firman Allah SWT dalam al-Quran surat Al-Hadīd ayat 11 : 

  قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضٰ يْ يُـقْرِضُ ا�َّٰ مًنْ ذًال�ذِ 
ۤ
 اَجْرٌ كَريمٌِْ  عِفَهُ لَهُ وًلًهُ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjama ̣n yang 
baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (al-
Hadīd: 11).12 

                                                           
11Departemen Agama RI,  Al-qur’an dan Terjemahannya, 70 
12 Ibid., 538. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada 

jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya 

dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan 

pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus 

kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga.13 

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru 

untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta 

dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru 

untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari 

kehidupan bermasyarakat.14 

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang 

menggunakan akad qard ̣ al hạsan juga termasuk dari ayat di atas. 

Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang 

sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman 

dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad qard ̣ al 

ḥasan. 

2. Landasan Hukum Hadist 

Sedangkan hadist yang sesuai dengan akad qard ̣ al h ̣asan adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
13Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), Jilid 9, (Jakarta: 
Widya Cahaya, 2011), 674. 
14 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariahdari Teori ke Praktek, 132. 
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 عَنْهُ طلََبَ غَريمِْاًلَهُ فَـتـَوَارَى عَنْهُ ثمَُّ وَجَدَهُ،  بْنِ اَبىِ قَـتَادَةَ: انََّ اََ� قَـتَادَةَ رَضِيَ ا�ُّٰ عَنْ عَبْدِ ا�ِّٰ 

عْتُ رَسُوْلَ ا�ِّٰ �ِّٰ آ؟ قَلَ: �ِّٰ آمُعْسِرٌ، فَـقَالَ: فَـقَالَ: اِنىِّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا�ُّٰ ، قَلَ: فإَِنىِّ سمَِ

(رواه مُعْسِرٍ اوَْيَضَعْ عَنْهُ" مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ فَـلْيُـنـَفِّسْ عَنْ يَـقُوْلُ:"مَنْ سَرَّهُ انَْ يُـنْجِيَهُ ا�ُّٰ 

 مسلم)

Artinya:“Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin abi Qatadah r.a.: Abu Qatadah 
pernah mencari orang yang mempunyai utang kepadanya, 
sedangkan orang itu bersembunyi darinya, tetapi akhirnya dia 
berhasil menemui orang itu. Orang itu lalu berkata, “sungguh, saya 
sedang dalam kesulitan.” lalu Abu Qatadah berkata, “demi Allah?” 
orang itu menjawab, “demi Allah.” Abu Qatadah berkata, 
“sesungguhnya, saya pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 
“barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan hari 
kiamat, hendaklah dia melapangkan orang yang dalam kesulitan 
atau membebaskan utangnya.” (HR. Muslim)15 

Hadist di atas dapat kita ambil hikmahnya, selain keutamaan yang 

didapat dari pinjam-meminjam, kita pun dapat menolong diri kita sendiri 

dari kesusahan pada hari kiamat.16 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ النَّاسِ يرُيِْدُ أدََاءَهَا أدََّى صَلَّى ا�ُّٰ  وَعَنْ أَبيِْ هُريَْـرةََ عَنِ النَّبيِِّ 

 . رَوَاهُ البخَاريُِّ  عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يرُيِْدُ إِتْلافََـهَا أتَـْلَفَهُ ا�ُّٰ ا�ُّٰ 

Artinya:“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “barang                                                                                                                             
siapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk 
mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat 
mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan 
maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.” 
(HR. Al-Bukhari).17 

 

                                                           
15 Al-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd al-‘Azhim al-Mundziri, Mukhtasạr Sạhih Muslim, (Beirut: Dar al 

Maktabah al ilmiah, 1998), 250. 
16 Sarib Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah..., 274. 
17 Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, Ṣahih al-Bukhari biḥasiyat al-Imam al-Sindi, juz II, 

(Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), 105. 
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Maksud dari hadist di atas adalah mengambil harta orang lain 

dengan cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk 

mengembalikannya, maka Allah akan memberikan kemudahkan untuk 

melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk 

dihabiskan maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya 

di dunia. Dalam hadist juga terdapat motivasi untuk memperbagus niat 

dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti 

perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat 

untuk melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya.18 

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang 

Qarḍ 

Pertam : Ketentuan Umum : 

a) Al Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid ̣) 

yang memerlukan. 

b) Nasabah Al Qarḍ wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima 

pada waktu yang telah disepakati bersama. 

c) Biaya admninistrasi dibebankan kepada nasabah. 

d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang 

perlu. 

e) Nasabah Al Qarḍ dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 

                                                           
18 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, 

Penerj.Ali Nur Medan, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 431.  
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f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 

memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat : 

1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau  

2) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 

Kedua  : Sanksi : 

a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan 

sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak 

mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 

b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud 

butir satu dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan 

barang jaminan. 

c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 

memenuhi kewajibannya secara penuh. 

Ketiga   :  Sumber Dana :  

a) Bagian modal LKS. 

b) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan 

c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 

infaqnya kepada LKS.19 

D. Rukun dan  Syarat-Syarat Qarḍ al Ḥasan 

                                                           
19

DSN MUI, Qard ̣, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qarḍ, 3. 
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Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya 

memerhatikan rukun-rukun serta syarat yang sudah ditetapkan dalam hukum 

Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan 

hukum Islam. Rukun dan syarat qarḍ al hạsan diantaranya adalah: 

1. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut : 

a. Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut 

b. Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan 

barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan. 

2. Orang yang meminjam : 

a. Berhak mendapat kebaikan  

b. Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut 

3. Barang yang dipinjamkan : 

a. Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam  

b. Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang 

disetujui dalam perjanjian.  

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa qarḍ dipandang sah pada 

harta mitsli, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan 

adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung.20 

4. Lafadz atau ijab kabul : 

a. Kalimat mengutangkan Lafadz  

                                                           
20 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Pustaka Setia: Bandung, 2001), 154. 
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b. Mu’ir (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, 

dan musta’ir (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan 

orang yang tidak dimahjur  

c. Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau 

dimanfaatkan.21 

Qarḍ adalah bentuk akad tabarru’. Oleh karena itu, tidak boleh 

dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi 

tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang 

wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka 

semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru’.22 

Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, 

timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. 

Para ulama empat madzab telah sepakat bahwa pengembalian barang 

pinjaman hendaknya ditempat pelaksanaan akad qarḍ dilaksanakan. Dan 

boleh ditempat mana  saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan. 

Apabila diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman 

untuk menerimanya.23 

Orang yang meminjam adalah orang yang memberi amanat yang 

tidak ada tanggungan atasnya, kecuali karena kelalaian, atau pihak pemberi 

                                                           
21 Sarib Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek, (CV Pustaka Setia: Bandung, 
2015), 269.  
22 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adhillātuhu, jilid 4, (Damaskus: Dar al-fikr, 2008), 
514. 
23 Ibid.., 
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pinjaman mempersyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dipinjamnya.24 

Ketika seorang hendak meminjamkan uang kepada seseorang, 

alangkah lebih baik mereka membuat kontrak tertulis dengan menetapkan 

syarat dan ketentuan utang itu disertai dengan penetapan jatuh temponya. 

Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi.25 

al-Quran mengisyaratkan bahwa dalam muamalah harus disertai 

tulisan demi menguatkan bukti. Seperti firman Allah SWT. Sebagai berikut: 

 َ�يَُّـهَا الَّذِيْنَ اٰ 
ۤ
تُمْ بِدَيْنٍ اِلىٰۤ مَنُـوْ نَكُمْ كَاتِبٌ مُّسَم�ى فاَكْتُـبُـوْهُ  لٍ جَ اَ  ا اِذَا تَدَيَـنـْ  م, وَلْيَكْتُبْ بَّـيـْ

���۝ِ�لْعَدْلِ   
Artinya:“wahai orang-orang yang beriman!apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar” (Q.S. al-Baqarah: 282)26 

 

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang 

beriman yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih 

langsung adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa 

lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau 

tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.27 

Maka ayat di atas dianjurkan untuk melakukan kebaikan diantara 

kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad qarḍ, karena dengan 

                                                           
24 Sarib Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah..., 272-273. 
25 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2014), 
250. 
26 Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah...,48.  
27 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbaḥ Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Tangerang: 
Lentera  Hati, 2007), 603. 
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mecatatkan setiap transaksi seperti utang piutang dalam waktu yang telah 

disepakati adalah sebuah bentuk tulisan yang dapat dijadikan sebuah bukti 

yang sah dan dapat menguatkan dalam mengingatkan salah satu pihak yang 

kadang-kadang lupa atau khilaf. 

Apabila dalam akad qarḍ mencatumkan syarat pembayaran yang 

melebihi pokok pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Hal ini sesuai 

dengan hadits yang artinya, “Setiap utang piutang yang mendatangkan suatu 

keuntungan  itu merupakan riba.”28 

Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada 

persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang 

lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi 

utang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya. 

Mengenai peminjaman harta dari orang yang membiasakan memberi 

kelebihan atau tambahan dalam pelunasan angsuran qarḍ ada dua 

pendapatdalam madzab Syafi’i, dan yang paling kuat adalah hukumnya 

makruh.Sedangkan dalam madzab Hambali terdapat dua riwayat, dan yang 

paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa ada 

kemakruhan.29 

E. Akad Qarḍ al Ḥasan 

Akad qarḍ al ḥasan hanya bisa terjadi untuk pinjaman yang bersifat 

darurat, pemenuhan kebutuhan hidup misalnya, bukan untuk pinjaman yang 

                                                           
28 Wahbah Zuhaily, Fiqih Imam Syafi’i, Penerj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: 
Almahira, 2010), 21. 
29 Wahbah Zuhaily,  Al-Fiqh Al-Islam..., 517. 
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bersifat konsumtif apalagi untuk bermain judi. Oleh karena itu, dalam 

melakukan akad qard ̣ al ḥ̣asan sebaiknya lihat dulu siapa orang yang akan 

diberi pinjaman.  

Sesuai dengan pasal 1 dalam akad perjanjian qarḍ al ḥasan bahwa 

perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi karena Allah SWT., saling 

percaya, semangat ukhuẉah Islamiyah dan rasa tanggung jawab sosial, 

sehingga dalam kelalaiạ̣̣
̣̣̣
n muqtariḍ tidak ada pemaksaan terhadap muqtariḍ 

yang sifatnya menekan dan mengintimidasi yang berarti ada niat Bank untuk 

menjalin persatuan atau ukhuẉah Islamiyah.  

Dalam perbankan akad qarḍ biasanya diterapkan sebagai berikut30: 

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas 

dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk 

masalah yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan 

secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. 

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia 

tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk 

deposito. 

3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau 

membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah 

dikenal suatu produk khususya itu qarḍ al ḥasan.  

F. Manfaat Qarḍ al Ḥasan 

                                                           
30

 http://ilmifadilatul.com/2013/02/qardhulpada hari Rabu 28 oktober 2015. 
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Qarḍ al Ḥasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang 

menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad qarḍ, diantaranya 

adalah: 

1. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk 

mendapat talangan jangka pendek,31 

2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk 

mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak 

yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin. 

3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan 

mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena 

dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.32 

G. Hikmah Qarḍ al Ḥasan 

Memberikan pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan 

merupakan akhlak terpuji karena dengan hal itu kita telah melepaskan 

kesusahan yang telah dialami orang lain. Hal ini dijelaskan dalam sabda 

Rasullullah saw: 

 عَنْهُ طلََبَ غَريمِْاًلَهُ فَـتـَوَارَى عَنْهُ ثمَُّ وَجَدَهُ، دَةَ: انََّ اََ� قَـتَادَةَ رَضِيَ ا�ُّٰ  بْنِ اَبىِ قَـتَاعَنْ عَبْدِ ا�ِّٰ 

عْتُ رَسُوْلَ ا�ِّٰ �ِّٰ آ؟ قَلَ: �ِّٰ آفَـقَالَ: اِنىِّ مُعْسِرٌ، فَـقَالَ:   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا�ُّٰ ، قَلَ: فإَِنىِّ سمَِ

(رواه مُعْسِرٍ اوَْيَضَعْ عَنْهُ" مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ فَـلْيُـنـَفِّسْ عَنْ رَّهُ انَْ يُـنْجِيَهُ ا�ُّٰ يَـقُوْلُ:"مَنْ سَ 

 مسلم)

                                                           
31 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, 134. 
32 Ismail, Perbankan Syariah, 214. 
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Artinya:“Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin abi Qatadah r.a.: Abu Qatadah 
pernah mencari orang yang mempunyai utang kepadanya, sedangkan 
orang itu bersembunyi darinya, tetapi akhirnya dia berhasil menemui 
orang itu. Orang itu lalu berkata, “sungguh, saya sedang dalam 
kesulitan.” lalu Abu Qatadah berkata, “demi Allah?” orang itu 
menjawab, “demi Allah.” Abu Qatadah berkata, “sesungguhnya, saya 
pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “barang siapa ingin 
diselamatkan oleh Allah dari kesusahan hari kiamat, hendaklah dia 
melapangkan orang yang dalam kesulitan atau membebaskan 
utangnya.” (HR. Muslim)33 

 
Hadis di atas dapat kita ambil hikmahnya, selain keutamaan yang 

didapat dari pinjam-meminjam, kita pun dapat menolong diri kita sendiri 

dari kesusahan pada hari kiamat.34 Jadi apabila dihubungkan kepada qard ̣ al 

hạsan adalah barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada 

seseorang dengan membebaskan dari kesulitan dalam melunasi hutangnya, 

alangkah lebih baik diantara kamu mempertimbangkan atau 

memusyawarahkan sehingga masih terjalin hubungan yang baik diantara 

keduanya dan kepada si pemberi hutang apabila ia membebaskan seseorang 

dari hutangnya, maka Allah SWT akan menolongnya pada hari kiamat. 

Salah satu bentuk pertolongan yang dapat melepaskan kesusahan dan 

kesulitan seseorang adalah dengan memberikan pinjaman kepada seseorang 

yang memang sangat membutuhkan yang sifatnya mendesak untuk 

kebutuhan hidupnya sehari-hari atau karena sesuatu mendesak yang sangat 

penting. Selain dari hikmah yang perlu diperhatikan yakni maslahat dan 

mafsadat dari pinjam-meminjam. Secara etimologi, maslahat sama dengan 

manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahat berarti manfaat atas 

                                                           
33 Al-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd al-‘Azhim al-Mundziri, Mukhtashar S ̣ahih Muslim, (Beirut: Dar al 
Maktabah al ilmiah, 1998), 250. 
34 Sarib Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah..., 274. 
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suatu pekerjaan yang mengandung apabila dikatakan pinjaman itu suatu 

kemaslahatan tersebut berarti, bahwa pinjaman merupakan penyebab 

diperolehnya kemaslahatan.35 

Dalam pengertian umum maslahat merupakan segala sesuatu yang 

memiliki manfaat bagi manusia, baik berupa kesenangan atau keuntungan. 

Jadi, setiap segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut 

maslahat. Kegiatan pinjam-meminjam atau qarḍ, manfaat dari kegiatan 

tersebut harus dirasakan oleh kedua belah pihak dan manfaat yang didapat 

benar-benar dianggap adil atau merata sesuai dengan kesepakatan keduanya. 

Dengan kata lain adalah tidak dibenarkan suatu lembaga hanya 

menguntungkan salah satu pihak saja, yang bermaksud untuk merugikan 

pihak lain baik sengaja atau tidak sengaja. 

H. Skema Qarḍ al Ḥasan 

Berikut adalah Skema Pinjaman qarḍ atau qarḍ al ḥasan.36 

 

  

 

 

 

 

 Modal 100% 

  

                                                           
35 Ibid.,  275. 
36 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 47. 

Pemodal 

(muqriḍ) 
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I. Penyelesaian Qarḍ al Ḥasan Menurut Hukum Islam 

1. Debitur wajib melunasi hutang 

Debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau 

sebelum jatuh tempo.37 Sesuai dengan tuntunan surat al-Mā’idah ayat 1, 

bahwa seorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi 

perjanjian akad-akad yang dibuatnya. Ayat tersebut berbunyi: 

 َ
ۤ
 يُّـهَا الَّذِيْنَ اٰ ٰ�

ۤ
ا اوَْفُـوْا ِ�لْعُقُوْدِ...مَنُـوْ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...38 

Permulaan ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang 

beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji 

prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama 

manusia.39 

Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terikat dalam 

suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah 

disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berhutang atau debitur 

wajib melunasi hutangnya sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang 

telah dibuat dan disepakati bersama.40 

2. Restrukturasi hutang dan hapus tagih sisa hutang 

                                                           
37 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam..., 249.   
38 Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah..., 106. 
39Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 2, (Jakarta: 
Widya Cahaya, 2011), 350.  
40 Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 
400. 
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Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih utang 

debitur dapat kita temui dalam al-Quran antara lain dalam surat al-

Baqarah (2) ayat 280 sebagai berikut: 

تُمْ تَـعْ  مَيْسَرةٍَ ةُ اِلىٰ وَاٍنْ كَانَ ذُوْعُسْرةٍَ فَـنَظِرَ  رلٌَّكُمْ اِنْ كُنـْ قُـوْا خَيـْ ���۝لَمُوْنَ , وَانَْ تَصَدَّ  

Artinya:“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui.”41 

 
Ayat di atas adalah sudah sebagai tuntunan kepada orang yang 

beriman. Hanya orang yang beriman yang mau memberikan kelapangan 

kepada orang yang berhutang kepadanya. Dan alangkah baiknya jika 

orang yang berhutang datang meminta maaf dan memohon diberi tempo, 

kemudian disambut oleh yang memberi hutang dengan perkataan: 

“hutangmu itu telah aku lepaskan, engkau tidak berhutang lagi”. Ayat 

yang seperti inilah apabila kamu fikirkan, maka amat baik bagi dirimu 

sendiri. Sehingga dapat mengkokohkan ukhuwah dengan yang diberi 

hutang.42 

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, maka untuk pelaksanaan atau 

prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau 

pembiayaan bermasalah, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: 

a. Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan 

                                                           
41 Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah..., 47. 
42

Hamka, Tafsir Al Azhar, Juz III, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 104. 
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Kreditur haruslah cukup dermawan dalam memberi perpanjangan 

waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi 

kewajibannya. Tindakan seperti ini merupakan kebajikan yang amat 

besar dan dijanjikan untuk mendapat pahala sadaqah dari Allah setiap 

hari hingga utang tersebut dilunasi.43 

Dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban 

tersebut diharapkan debitur mempunyai kemampuan membayar 

kembali kewajibannya sehingga dapat melunasi semua hutangnya. Jadi 

kreditur hanya memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran 

utang sampai debitur berkelapangan. Dengan demikian penangguhan 

pembayaran hutang dilakukan dengan cara membuat penjadwalan 

kembali rescheduling.44 

b. Menyedekahkan sebagian utang debitur 

Apabila setelah diberikan penangguhan kemudian debitur tetap 

tidak bisa atau tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, maka 

kreditur dapat menyedekahkan piutangnya kepada debitur. Bagi 

seorang muslim menyedekahkan piutang adalah lebih baik. Dalam al-

Quran tidak menjelaskan besar kecilnya suatu jumlah piutang yang 

boleh untuk disadaqahkan. Karena itu, besar kecilnya jumlah piutang 

yang akan disadaqahkan tergantung pada kerelaan pihak kreditur atau 

orang yang meminjamkan hartanya tersebut kepada debitur atau 

penerima pinjaman. Apabila yang disadaqahkan hanya sebagian dari 

                                                           
43 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam..., 250. 
44 Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah, 402. 
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hutangnya, maka debitur berkewajiban untuk melunasi sisa hutangnya 

kepada kreditur tersebut.45 

c. Menyedekahkan seluruh sisa utang debitur 

Apabila debitur setelah diberikan kedua tahap tersebut masih 

dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap 

seluruh sisa utang debitur dapat disadaqahkan.46 

3. Pengalihan piutang 

Pengalihan hutang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur 

yang tidak mampu kepada debitur yang mampu. Hai ini adalah sebagai 

salah satu bentuk penyelesaian utang-piutang dalam Islam yang dapat 

dilakukan berdasarkan hadis sebagai berikut: 

طْلُ الْغَنيِِّ ظلُْمٌ، وَإِذَا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَ  صَلَّى ا�ُّٰ  عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ ا�ِّٰ عَنْ اَبىِ هُريَْـرةََ رَضِيَ ا�ُّٰ 

بَعْ. (رواه مسلم)   أتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَـلْيـَتـْ

Artinya:“Rasulullah saw. Bersabda: “menunda-nunda pembayaran utang 
seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah perbuatan 
zalim. Dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang 
kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara 
demikian itu”. (HR. Muslim)47 

 
Hadist di atas berseru kepada orang-orang yang berhutang, 

bahwasanya apabila menunda hutang bagi orang yang mampu membayar 

hutang itu adalah sebuah kedzaliman. Tetapi apabila tidak dapat 

membayar hutang karena keadaan yang susah, maka apabila dialihankan 

                                                           
45 Ibid. 
46 Ibid., 403. 
47

Al-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd al-‘Azhim al-Mundziri, Mukhtashar S ̣ahih Muslim, 250. 
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hutangnya kepada orang yang lebih mampu diperbolehkan. Sebagai orang 

yang berhutang maka terimalah keputusan tersebut. 

Dengan demikian pembiayaan dalam bentuk piutang qarḍ dapat 

dilakukan proses restrukturisasi sebagai berikut: 

Penjadwalan kembali atau disebut dengan rescheduling. 

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu 

jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban peminjam atau 

penerima hutang yang harus dibayarkan kepada pemberi hutang.48 

Selain dari penjadwalan kembali proses restrukturisasi dilakukan 

dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain 

perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau 

pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban penerima 

hutang atau debitur yang harus dibayarkan kepada pemberi hutang atau 

kreditur. Sisa kewajiban yang dimaksud adalah jumlah pokok yang belum 

dibayarkan oleh penerima hutang atau debitur pada saat dilakukan 

penataan kembali atau restrukturisasi.49 

                                                           
48 Wangsa Widjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah, 459. 
49 Ibid. 
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 BAB III 

APLIKASI HUTANG PIUTANG  

A. Profil Yayasan Nurul Huda  

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Nurul Huda  
 

Cikal bakal berdirinya sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang 

berjarak ± 200 m ke arah timur dari Masjid Agung Sunan Ampel tepatnya 

di Jl. Sencaki 64 Surabaya yang kemudian dikenal dengan nama Pondok 

Pesantren Nurul Huda  dan telah eksis sampai sekarang selama ± 10 

tahun, berawal dari berdirinya Mushalla (langgar wakaf) Nurul Huda yang 

dibangun secara swadaya masyarakat pada tahun ± 1955. Perjuangan 

panjang tersebut tidak terlepas dari seorang sosok tenang penuh wibawa 

yang menjadi panutan masyarakat sekitarnya yaitu KH. Ridlwan 

Baidlowi yang sebelum wafat, beliau adalah seorang imam rawatib di 

Mushalla Nurul Huda (Langgar Wakaf Nurul Huda).1 

Dari beberapa sumber yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat 

sekitar seperti penuturan ketua takmir mushalla Nurul Huda Bapak H. 

Huzaini yang populer dipanggil H. Kasim ia   menjelaskan bahwa daerah 

asal KH. Ridlwan Baidlowi adalah dari Tanggulangin Sidoarjo Jawa 

Timur. Ada satu hal yang tidak dapat dilupakan dari jasa-jasa beliau 

adalah tekad dakwahnya yang sangat kokoh guna menyebarkan nilai 

Ukhuwah Iiyah dan indahnya I pada masyarakat Sencaki dan sekitarnya, 

                                                           
1Mustakim, Surabaya www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.html diakses pada Rabu 20 Agustus 
2015. 
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yang pada saat itu daerah tersebut dikenal sebagai basis hitam tempat 

bersarangnya pembunuh, pencuri, pencopet, penyabung ayam dan 

identitas-identitas lain yang negatif dan arogan walaupun diantara mereka 

juga masih banyak orang-orang yang taat beribadah dan berakhlak mulia.  

Beliau dikenal keras dan tegas terhadap segala hal yang bersifat 

prinsip terhadap nilai-nilai religi dan sangat dikenal luwes dan familiar 

dalam  hubungan sosial kemasyarakatan. Selama puluhan tahun hingga 

wafatnya beliau pada tahun 1971, beliau telah banyak mengabdikan 

dirinya untuk kemaslahatan dan kabaikan ummat padahal secara garis 

nasabnya beliau tidak ada hubungan apapun baik anak maupun 

persaudaraan dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Akan tetapi, 

setelah beliau wafat yang terhitung sampai tahun 1993 tak satupun 

orang yanga siap mengganti posisinya sebagai singel fathers and top 

leaders (seorang bapak dan panutan), yang pada akhirnya beberapa 

tokoh masyarakat sekitar mushalla, bermusyawarah untuk mengaktifkan 

dan melanjutkan kembali perjuangan KH. Ridlwan Baidhowi tersebut 

yang kemudian mendatangi seseorang yang menjadi warga pendatang di 

lokasi terebut, alumni dari Jami’atul Imam Muhammad ibn Saud Riyadh 

– Saudi Arabiah  yaitu KH. Abdurrahman Navis, Lc, yang kemudian 

diberikan amanah untuk menjadi Pengasuh sekaligus Ketua Pondok 

Pesantren Nurul Huda Surabaya hingga sekarang.2 

                                                           
2 www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.html diakses Rabu 20 Agustus 2015. 
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Setelah beliau memegang amanah yang sangat berat ini, beliau 

mulai merintis dan mengembangkan langgar wakaf ini yang diawali  

dengan pemugaran dan renovasi total sebuah bangunan yang asalnya 

adalah tempat tinggal imam rawatib saat itu  menjadi  bangunan 

permanen Pondok Pesantren Putra berlantai dua. Sebagai upaya untuk 

menyukseskan rencana besarnya itu, beliau memantapkan barisan 

bersama Ust. Drs. H. Abdul Hajji Mukhtar yang kemudian menjadi 

Sekretaris Pondok Pesantren dan Bapak Ali Mustaqim menjadi Wakil 

Sekretaris serta Ust. H. Hamidin Lumaris Al-Hafidz sebagai Bendahara 

Pondok Pesantren3. 

2. Legalitas Yayasan Nurul Huda  
 

Pondok Pesantren Nurul Huda secara resmi berdiri pada tanggal 28 

Juli 1994 sesuai dengan akte notaris yang dibuat oleh pejabat pembuat 

akta tanah Trining Ariswati, SH dengan nomor 109/1994. Pesantren ini 

berdiri diatas tanah wakaf dari seorang muhsinin Surabaya yang jauh 

sebelum yayasan berdiri, telah berdiri sebuah mushalla (langgar wakaf  

Nurul Huda) yang dibangun dengan swadaya murni masyarakat sekitar 

dengan rumah khusus seorang imam rawatib.4  

Pondok Pesantren Nurul Huda adalah lembaga pendidikan 

keagamaan dan dakwah serta sosial kemasyarakatan telah 

                                                           
3 www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.html diakses pada Rabu 20 Agustus 2015. 
4 Hasil wawancara dengan  Humaidah selaku ketua pengurus Yayasan Nurul Huda, 15 oktober 
2015  
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mengembangkan diri menjadi lembaga profesional   dengan  beberapa 

unit dibawahnya. 

3. Visi dan Misi YayasanNurul Huda 

Visi Yayasan Nurul Huda adalah Mencetak generasi masa depan yang 

beriman, berilmu, dan berakhlaqul karimah.5 

Demi terwujudnya visi tersebut , terdapat beberapa misi yang di emban 

oleh Yayasn Nurul Huda sebagai berikut : 

1. Penanaman keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta pembinaan 

akhlaqul karimah 

2. Pengembangan pendidikan keilmuan dan wawasan 

3. Pengembangan minat dan bakat 

4. Pengembangan keterampilan dan keahlian  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5www.nurulhuda.com/2012/04/VisiMisi-Nuha.html diakses Rabu 20 Agustus 2015. 
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4.   Struktur Yayasan Nurul Huda dan Deskripsi Tugas 

a. Struktur  Yayasan Nurul Huda6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
6www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.html diakses pada Rabu 20 Agustus 2015. 

RapatAnggotaTahuan 

KetuaYayasan : 

K..H Abdurrahman Nafis, 

Lc., M.HI 

PENGURUS 

Ketua  : Dra. Humaidah 
Sekretaris : Ali Mustaqim 
Bendahara : H. HamidinLumaris 

PENGELOLA 

SD SMP SMA 

Ketua : Ahmad RIfa’I, 

S.Pd 

Wakil : Ikhwana 

Skretaris : HuseinSyafi’i 

Ketua : FauziAzhari 

Wakil : NurulMauli 

Skretaris : M. Nasir 

Ketua : KhodijahNafis 

Wakil : M. Muhaimin 

Skretaris : M. Syamsul 
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b. Deskripsi Tugas 7 
 

1. Rapat Anggota Tahunan  

Rapat anggota adalah rapat tahunan yang di ikuti oleh ketua yayasan atau 

para pendiri dan seluruh anggota Yayasan Nurul Huda untuk merumuskan 

dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka 

pengembangan Yayasan Nurul Huda.8  

2. Ketua Yayasan 

a. Bertanggung jawab atas semua aktifitas Yayasan Nurul Huda  

b. Mengetahui setiap kegiatan penting pengurus (yayasan) 

3. Pengurus  

a. Ketua 

- Menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota dan rapat pengurus 

- Mengevaluasi segala aktifitas pengurus 

- Melakukan pengawasan dan pengembangan yayasan  

- Menyusun laporan kegiatan setiap tahun pada ketua yayasan 

b. Sekretaris  

- Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum 

rapat diadakan 

- Membuat konsep surat-surat pengembangan dan pengembangan 

adminstrasi 

- Menangani arsip, agenda, dokumentasi 

                                                           
7
 Diambil dari Buku hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), 2013. Hal. 5 

8
 Diambil dari Buku hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), 2013. Hal. 5 
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- Mengelola pendataan santri baru 

- Mengkoordinasi setiap ada acara yayasan 

c.  Bendahara 
 

- Membantu dalam pengadaan dan pengelolaan keuangan  

- Mengusahakan sumber-sumber keuangan  

- Menyimpan dan mengembangkan KAS 

- Mengadministrasikan keluar masuknya keuangan 

- Membuat konsep-konsep pengembangan keuangan yayasan 

- Pendistribusian honor 

- Menerima dan mencatat keuangan 

- Melaksanakan koordinasi dan pengawasan keuangan yayasan 

4. Pengelola 
- Membantu dan berperan aktif terhadap segala kegiatan yayasan 

- Melaksanakan kegiatan yang telah dikoordinasi 

- Mengusulkan program-program kegiatan pada ketua sesuai 

bidangnya. 

5. Program KegiatanYayasan Nurul Huda9 

a) Pendidikan Formal  : 

1. Taman Kanak-Kanak (TK) 

2. SekolahDasar (SD) 

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP“Terpadu”) 

4. Sekolah Menengah Atas (SMA “Terpadu") 

 
                                                           
9 www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.htmlpada Rabu 20 Agustus 2015. 
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b) Pendidikan Non Formal  : 

1. Pondok Pesantren Putra/Putri 

2. Madrasah Diniyah 

a. Shifir  : 2 Tahun 

b. Awaliyah : 4 Tahun 

c. Wustho : 2 Tahun 

d. ‘Ulya  : 2 Tahun  

c) Extra Kurikuler  : 

1. Seni baca al-Quran 

2. Komputer dan Elektro 

3. Tata Boga dan Busana 

4. Latihan Khitobah (pidato dua bahasa Arab/Indonesia) 

5. Seni Hadrah (Banjari & Sumenep) 

6. Seni Bela Diri 

7. Jamiyah santri 

8. Bakti soial 

9. Qowaid Nahwiyah Shorfiyah 

10. Hukum Islam (Fiqih) 

11. Al-Quran dan Tafsir 

d) Unit Usaha dan Jasa 

1. Wartel Nurul Huda 

2. Air Isi Ulang Nurul Huda 

3.  Koperasi Nurul Huda 
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4. Kantin Nurul Huda 

e) Sosial Ekonomi 

1. Zakat  

2. Shadaqah  

3. Infaq  

B. Peran dan Posisi Yayasan Nurul Huda di Masyarakat 
 

Sebagai lembaga sosial yang berdiri di tengah-tengah masyarakat 

Yayasan Nurul Huda memiliki peran untuk mewujudkan keinginan 

masyarakat yang menaruh harapan pada yayasan. Untuk 

menyeimbangkan kehidupan yang layak dan untuk mewujudkan 

keinginan masyarakat maka Yayasan Nurul Huda tidak hanya berperan 

dalam keutuhan ukhrowinya saja akan tetapi juga harus bisa memenuhi 

kebutuhan duniawinya juga supaya menjadi masyarakat yang sejahtera. 

Adapun peran Yayasan Nurul Huda yaitu 10: 

1. Peran Yayasan dalam bidang Sosial Keagamaan 

Peran yayasan dalam bidang sosial kegamaan yaitu tidak hanya 

memberikan pembinaan moral pribadri santri atau siswa-siswi saja 

melainkan juga mengadakan perbaikan dan perubahan sosial dan 

kemasyarakat, karena yayasan tidak hanya mempengaruhi kehidupan 

para santri/siswa dan alumninya, melainkan juga pada kehidupan 

masyarakat sekitarnya. Dengan kata lain yayasan berperan dalam 

pengembangan sosial keagamaan pada masyarakat sekitarnya. Adapun 

                                                           
10www.nurulhuda.com/2012/04/ Nuha.html pada Rabu 20 Agustus 2015. 
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bentuk peran Yayasan Nurul Huda dalam bidang sosial keagamaan 

yaitu 11: 

a) Majelis ta’lim yang bersifat pendidikan kepada masyarakat 

Majelis ta’lim bersama masyarakat di Yayasan Nurul Huda ini 

dijadikan satu media oleh yayasan untuk menggembleng masyarakat 

tentang agama. Bahkan yayasan juga bukan hanya memanfaatkan 

sarana pengajian untuk mengkaji agama melainkan dijadikan sebagai 

media pengembangan masyarakat dalam arti menyeluruh. Oleh 

karena itu letak kepentingan  pengajian ini sebagai media 

komunikasi melalui masyarakat. 

2) Majelis Ta’lim Ibu-ibu 

Melihat kondisi masyarakat yang masih minim dalam ilmu 

pengetahuan khususnya ibu-ibu yang merupakan pondasi dalam 

sebuah keluarga maka yayasan mengadakan pengajian yang 

sistemnya bergiliran dari rumah ibu yang satu kerumah ibu yang 

lainnya. 

2. Peran Yayasan Nurul Huda dalam bidang perekonomian  

 Yayasan Nurul Huda mempunyai peran yang sangat penting bagi 

masyarakat selain dalam bidang pendidikan yang banyak diminati oleh 

masyarakat karena biaya yang tidak terlalu mahal tapi juga karena adanya 

                                                           
11

 Hasil wawancara dengan Khodijah selaku Pengelola Yayasan Nurul Huda, pada tanggal 14 
September 2015 
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dana zakat yang dikeluarkan kepada masyarakat oleh Yayasan Nurul 

Huda setiap bulannya sehingga para masyarakat sekitar sangat dibantu 

oleh adanya dana zakat tersebut. 12 

Dana yang didapatkan oleh Yayasan Nurul Huda cukup banyak 

sehingga banyak warga sekitar yang mendaapatkan lebih dari cukup sebab 

dana zakat yang didapatkan hanya disalurkan kepada siswa yang kurang 

mampu dan warga yang kurang mampu sehingga baik orang tua maupun 

anak yang kurang mampu bisa mendapatkan uang bantuan zakat dari 

Yayasan Nurul Huda. Yayasan Nurul Huda sangat berperan penting 

dalam hal perekonomian masyarakat khususnya sekitar Yayasan Nurul 

Huda sehingga banyak orang yang kurang mampu bisa mensekolahkan 

anaknya dengan menggunakan dana zakat yang diberikan oleh Yayasan 

Nurul Huda, dengan itu banyak masyarakat yang tidak harus terputus 

sekolahnya hanya karena kurangnya  biaya. 

C. Latar Belakang Hutang Piutang Dana Zakat 

Hutang piutang dana zakat hal ini terjadi disebabkan banyaknya 

orang yang membutuhkan uang tetapi mereka bukan tergolong orang-

orang yang berhak menerima zakat sebab orang yang melakukan hutang 

tergolong orang yang mampu (berkecukupan), dibandingkan dengan 

mustahik tentu mereka jauh lebih membutuhkan dari pada orang yang 

berhutang maka dari itu mereka melakukan hal-hal yang menurut syari’at 

                                                           
12

 Hasil wawancara dengan Khodijah selaku Pengelola Yayasan Nurul Huda, pada tanggal 14 
September 2015 
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tidak  diperbolehkan. Amil zakat yang menghutangkan dana zakat 

tersebut terpaksa memberikan uang pinjaman kepada orang tersebut 

sebab adanya rasa sungkan dan kasian karena melihat keadaan orang yang 

meminjam.13 Padahal sebenarnya keadaan orang tersebut jauh dari rasa 

cukup tetapi hanya saja karena gaya hidup yang berlebihan atau membeli 

barang-barang yang kurang dibutuhkan (boros) orang yang berhutang 

yang membuat dia harus melakukan hutang tersebut, akan tetapi amil 

zakat disini lalai jika orang yang berhak menerima harta zakat tersebut 

juga jauh lebih membutuhkan Karena mereka sudah jelas dari keluarga 

yang tidak mampu dan untuk makan saja mereka kekurangan 

Terjadinya hutang piutang ini sangat banyak orang yang 

merasakan kerugian sebab karena dana zakat tersebut dihutangkan 

menyebabkan uang yang akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak 

menerima zakat tentu akan tertunda karena harus mengunggu dana zakat 

dikembalikan oleh orang yang berhutang.  

D. Pelaksanaan Hutang Piutang Dana Zakat 

Dana zakat yang didapat dari wali murid dan sebagian orang yang 

menzakatkan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak  

menerimanya dan dibagikan secepatnya karena banyaknya masyarakat 

yang krisis ekonomi agar bisa sedikit  membantu orang-orang yang 

membutuhkan.14 Akan tetapi dalam hal ini dana zakat di Yayasan Nurul 

Huda ada salah satu amil zakat yang menghutangkan dana zakat tanpa 

                                                           
13

 Hasil wawancara dengan Ahmad selaku amil di Yayasan Nurul Huda, Rabu 14 oktober 2015 
14 Hasil wawancara dengan Siti khalifa selaku amil di Yayasan Nurul Huda, Rabu 14 oktober 2015 
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sepengetahuan amil yang lain, seharusnya seluruh amil harus mengetahui 

dan orang yang mempunyai dana zakat juga mengetahui sebab dalam 

hutang harus harta milik pribadi atau harta sendiri yang boleh 

dihutangkan sedangkan dalam hal ini harta yang dihutangkan adalah 

milik umum sebab dana zakat merupakan dana yang diperuntukkan 

banyak orang bukanlah dana pribadi.  

Sistem penyalurannya menggunakan qard ̣ al ḥasan sebab di awal 

akad tidak ada kesepakatan adanya kelebihan akan tetapi jika pada akhir 

akad atau ketika hutang dilunasi amil zakat menerima fee atau kelebihan 

pembayaran dari orang yang berhutang  itu hanya sebagai tanda terima 

kasih. 

     Dalam pelaksaannya hutang piutang disini tidak ada jaminan 

sebab dalam penyaluran hutangnya tidak resmi karena hanya diketahui 

satu amil yaitu orang yang memberikan hutang, dalam hal ini hanya ada 

rasa percaya karena amil hanya berniat ingin saling tolong menolong.15 

    Orang-orang yang berhutang hanya disekitar masyarakat 

sencaki saja yaitu masyarakat didekat yayasan tersebut dan orang yang 

berhutang tergolong orang yang cukup bukan masakin atau du'afa'. 

Dana zakat yang dihutangkan oleh amil adalah dana zakat yang 

belum disalurkan kepada mustahik. Maka dari itu, pemberian hutang oleh 

amil zakat disini tentu akan merugikan orang lain (penerima zakat) sebab 

dalam hal ini harta yang sudah harus dikeluarkan masih dihutangkan oleh 

                                                           
15Hasil wawancara dengan Ahmad selaku amil di Yayasan nurul Huda, 14 oktober 2015 
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amil, seharusnya dalam hutang tidak ada yang dirugikan dan bisa 

memberi manfaat terhadap orang lain. 

Tanggapan amil-amil yang lain terhadap terjadinya hutang 

piutang di Yayasan Nurul Huda sebelumnya mereka tidak mengetahui 

bahwa ada seorang amil yang telah menghutangkan dana zakat yang 

seharusnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. 

Maka dari itu, setelah mereka mengetahui kejadian tersebut mereka 

menyarankan agar dana zakat yang dihutangkan oleh seorang amil segera 

diselesaikan oleh yang berhutang karena selain menyalahi aturan dalam 

Yayasan Nurul Huda juga dana tersebut sudah waktunya untuk disalurkan 

sehingga hal ini tentu merugikan bagi orang-orang yang berhak menerima 

zakat. Karena dana yang seharusnya sudah waktunya disalurkan jadi 

tertunda karena dana dihutangkan. 16 

Hutang piutang dalam kasus ini seharusnya tidak terjadi sebab 

dana zakat tidak boleh dihutangkan sekalipun akan mendapatkan 

keuntungan sebab dalam hutang piutang haruslah milik sendiri bukan 

milik umum karena dengan melakukan hutang piutang ini banyak pihak-

pihak yang dirugikan khususnya orang-orang yang berhak menerima 

bantuan dana zakat. 

 

                                                           
16

 Hasil wawancara dengan Lilik Habibah selaku amil di Yayasan Nurul Huda, 14 oktober 2015 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG  

DANA ZAKAT MA̅L DI YAYASAN NURUL HUDA SURABAYA 

A. Analisis Mekanisme Hutang Piutang Dana Zakat 

Dalam terjadinya hutang piutang dana zakat yang terjadi di 

Yayasan Nurul Huda yaitu seorang amil yang menghutangkan dana zakat 

kepada orang lain tanpa sepengetahuan amil yang lain, seharusnya dana 

tersebut langsung disalurkan kepada orang yang berhak yaitu ketujuh 

mustahik yang telah ditetapkan dalam al-Quran karena mereka para 

mustahik sudah jelas lebih membutuhkan karena telah Allah golongkan 

dalam kitabnya yaitu al-Quran. Dalam kitabnya wahbah zuhaily dijelaskan 

bahwa dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas 

hak milik seperti adanya saksi, bukti tertulis atau pengakuan di hadapan 

hakim.1 

Dalam penjelasannya wahbah zuhaily menjelaskan bahwa syarat-

syarat qarḍ adalah : 

1. Akad qarḍ dilakukan dengan sighat ijab qabul atau bentuk lain yang 

bisa menggantikannya, seperti cara mu’athah (melakukan akad tanpa 

ijab qabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut 

syafiiyah cara mu’athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad 

lainnya. 

                                                           
1
Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillātuhu, jilid 5 terj Abdul Hayyie al Kattanai, 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 379. 
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2. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. artinya, baik pemberi 

maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku 

dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan 

tabarru’. Karena qarḍ adalah bentuk akad tabarru’. Oleh karena itu 

tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang 

yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang 

dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada 

kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang 

dibolehkan melakukan akad tabarru’. 

3. Menurut hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mistli. 

Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta 

apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan 

harta qimiy seperti hewan, barang yang bergerak danl ainnya.2 

Qarḍ al Ḥasan atau benevolent loan adalah suatu pinjaman lunak 

yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam 

tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.3 

Sehingga akad qarḍ al ḥasan ini memberikan suatu pinjaman yang 

mengedepankan sikap tolong menolong sesama umat muslim yang 

membutuhkan. Akad qarḍ al ḥasan tidak mengedepankan keuntungan 

dalam pinjamannya karena telah ditegaskan bahwasannya qarḍ al ḥasan 

tidak menuntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman pokok. 

                                                           
2
Ibid., 378 

3 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41. 
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Pada Yayasan Nurul Huda  tidak mempertegaskan penyertaan 

barang jaminan dan tidak menerapkan biaya administrasi. Menurut Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qarḍ 

Ketentuan Umum4 : 

1. Al-Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtariḍ) 

yang memerlukan. 

2. Nasabah Al-Qarḍ wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima 

pada waktu yang telah disepakati bersama. 

3. Biaya admninistrasi dibebankan kepada nasabah. 

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang 

perlu. 

5. Nasabah Al-Qarḍ dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 

memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat : 

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 

b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 

Pada Fatwa di atas menjelaskan bahwa dapat meminta jaminan 

kepada pihak peminjam bilamana dianggap diperlukan. Maka apabila 

tidak menerapkan penyertaan barang jaminan dalam pinjaman qarḍ al 

                                                           
4
DSN MUI, Qard ̣, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qarḍ, 3. 
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ḥasan di Yayasan Nurul Huda, tidak mempengaruhi sah atau  tidaknya 

akad tersebut tanpa menggunakan barang jaminan. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat di 

Yayasan Nurul Huda Surabaya 

Sistem hutang piutang di Yayasan Nurul Huda sudah 

menggunakan qarḍ al ḥasan sebab di Yayasan ini orang  yang berhutang 

tidak dikenakan kelebihan pembayaran diawal akad hanya saja ketika 

diakhir akad atau akad sudah berakhir orang yang berhutang memberikan 

fee atau hadiah sebagai tanda terimakasih dan jumlah kelebihan yang 

diberikan orang yang berhutang tidak ada kesepakatan.  

Sifat Al-Qarḍ tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, 

pendanaaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut : 

1. Al-Qarḍ yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara 

cepat dari berjangka pendek. Talangan dana diatas diambilkan dari 

modal 

2. Al-Qarḍ yang diperlukan untuk membentuk usaha sangat kecil dan 

keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. 

Di samping sumber dana umat, para praktisi dan juga ulama, melihat 

adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qarḍ al ḥasan, 

yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan. Salah satu pertimbangan 

pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah akhaffudhararain 

(mengambil mudarat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana 

umat Islam dibiarkan dilembaga-lembaga non muslim mungkin dapat 



61 
 

digunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum 

muslimin arab di Bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, 

dana yang parker tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk 

penanggulangan bencana alam atau membantu duafa’.5 

Jika bertitik tolak pada penjelasan diatas pada point 2 dijelaskan 

bahwa dana zakat boleh saja dihutangkan untuk memanfaatkan dana orang 

muslim agar bisa manfaat kepada orang muslim yang lain sebab jika dana 

ini dikelola oleh non muslim bisa jadi akan merugikan orang muslim tetapi     

perlu diingat bahwa dana yang dihutangkan tidak boleh mengambil 

keuntungan sebab dalam akad qarḍ tidak diperbolehkan mengambil 

keuntungan dari uang atau dana yang dihutangkan. Diperbolehkan jika 

uang kelebihan yang didapat dari akad qarḍ tersebut untuk biaya 

administrasi atau hadiah dan hal ini tidak terjadi diawal akad melainkan 

terjadi ketika pertengahan akad atau saat berakhirnya akad. 

Barang yang dibolehkan dalam qarḍ yaitu harta yang satuan 

barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti 

barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang 

tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain.6 

Sesuai dengan al-Quran surat al- Baqarah ayat 188, sebagai berikut :  

نَكُمْ ِ�لْبَاطِلِ وَتدُْلُوْا ِ�آَ اِلىَ  نْ امَْوَالِ  وَلاَ َ�ْكُلُوْآ امَْوَالَكُمْ بَـيـْ  نَّاسِ الحْكَُّامِ لتَِأْكُلُوْا فَريِْـقًا مِّ

 ِ�لاِْثمِْ وَانَْـتُمْ تَـعْلَمُوْنَ 

                                                           
5Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2012) , 336 
6Wahbah Zuhaily, Fiqih Islam Jilid 5, 377  
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Artinya :“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang 
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 
hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 
orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs. Al-
Baqarah : 188) 

 
Atas dasar ini maka perjudian, penipuan, perampasan, 

pengingkaran hak, dan lain-lain tidak diperbolehkan. selain itu, jika ada 

yang melangsungkan akad, maka pihak yang bertransaksi haruslah pemilik 

barang tersebut atau wakil dari pemilik barang tersebut atau wakil dari 

pemilik barang atau yang diberi wasiat.7 

Jelas bahwa amil zakat di Yayasan Nurul Huda melakukan praktik 

hutang piutang dengan menggunakan dana yang bukan miliknya penuh, 

amil berwenang mendayagunakan dana  zakat tersebut, selama mustahik 

telah mendapatkan hak miliknya dengan cara didistribusikan terlebih 

dahulu, sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 

2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini hak mustahik tergolong 

pada posisi hak pertengahan, di mana ia dapat menuntut kepemilikan atas 

dana zakat tersebut. 

Praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda Surabaya, ditinjau 

dengan menggunakan maṣlahah mursalah tidak tepat. Karena, faktanya 

hampir separuh peminjam menunggak dalam pengembalian utangnya, 

bahkan kebanyakan adalah bukan dari kalangan mustahik, yang lebih 

berhak atas dana zakat itu agar mereka dapat menjadi muzakki. Ditinjau 

dengan teori saad aż żarī’ah, praktik peminjaman zakat māl di Yayasan 

                                                           
7
 Imam  al- Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azam, 

2008), hal 788. 
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Nurul Huda, dengan sistem yang sudah diterapkan sekarang tidak tepat, 

bahkan perlu dihindari agar tidak terjadi kemafsadatan. Akan tetapi, akan 

menjadi maslahat jika pengelolaannya menggunakan sistem yang tepat dan 

tertata, khususnya menyikapi peminjam yang menunggak, ditambah 

kebanyakan bukan dari kalangan mustahik. akhirnya dana berhenti di 

tangan peminjam tersebut, dan mustahik akan lebih sulit untuk menjadi 

muzakki. Selain itu, praktek ini akan lebih maslahah jika dilakukan setelah 

mustahik mendapat hak-haknya dari zakat.   

Dalil berlakunya qarḍ al ḥasan terdapat pada al-Quran surat al-

Hadīd ayat 11, sebagai berikut; 

 َ   اجَْرٌ كَرِیْمٌ  عِفَھُ لَھُ وًلًھُۤ  قَرْضًا حَسَناً فیَضُٰ مًنْ ذاًل�ذِيْ یقُْرِضُ ا�ّٰ
Artinya:“Siapakah yang maumeminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (al-
Hadīd: 11).8 

 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada 

jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya 

dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan 

pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus 

kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga.9 

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseur 

untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta 

dijalan Allah. Selaras  dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga 

                                                           
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah..., 538. 
9Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), Jilid 9, (Jakarta: 
Widya Cahaya, 2011), 674. 
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diseur untuk “meminjamkan kepada sesame manusia”, sebagai bagian dari 

kehidupan bermasyarakat.10 

Maka dari itu hutang piutang yang terjadi di Yayasan Nurul Huda 

harus sesuai dengan ketentuan qarḍ al ḥasan agar tidak keluar dari 

ketentuan syariah. 

Selaras dengan hukum yang berlaku untuk akad qarḍ al ḥasan 

dalam fatwa DSN ditentukan bahwa dalam hal yang demikian LKS dapat: 

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian 

b. Menghapus write off sebagian atau seluruh kewajibannya. 

                                                           
10 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, 132. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil pemaparan penelitian yang telah ditulis sebagaimana yang telah 

ada di BAB I sampai dengan BAB IV skripsi ini. Dalam BAB V penulis 

akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hutang piutang yang dilakukan pada Yayasan Nurul Huda dilakukan 

oleh masyarakat kepada amil zakat tanpa ada pemberitahuan kepada 

pihak yayasan maupun amil yang lain. Hutang yang dilakukan oleh 

masyarakat diambil dari dana zakat yang seharusnya disalurkan kepada 

masyarakat yang barhak tetapi oleh pihak amil zakat dihutangkan kepada 

masyarakat yang tidak sepantasnya mendapatkan dana zakat tersebut. 

Tetapi pengembalian hutang piutang tersebut tidak mengambil 

keuntungan  dan diberi waktu oleh amil untuk pengembaliannya karena 

dana zakat tersebut harus di bagikan kepada orang-orang yang berhak 

menerima zakat. 

2. Bahwa praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda sesuai dengan 

pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat. Praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda Surabaya, ditinjau 

dengan menggunakan maṣlahah mursalah tidak tepat. Karena, faktanya 

hampir separuh peminjam menunggak dalam pengembalian utangnya, 

bahkan kebanyakan adalah bukan dari kalangan mustahik, yang lebih 



66 
 

berhak atas dana zakat itu agar mereka dapat menjadi muzakki.  ditinjau 

dengan teori saad aż żarī’ah, praktik peminjaman zakat māl di Yayasan 

Nurul Huda, dengan sistem yang sudah diterapkan sekarang tidak tepat, 

bahkan perlu dihindari agar tidak terjadi kemafsadatan. akan tetapi, akan 

menjadi maslahat jika pengelolaannya menggunakan sistem yang tepat 

dan tertata, ditambah orang yang berhutang kebanyakan bukan dari 

kalangan mustahik. Akhirnya dana berhenti di tangan peminjam tersebut, 

dan mustahik akan lebih sulit untuk menjadi muzakki. selain itu, praktek 

ini akan lebih maṣlahah jika dilakukan setelah mustahik mendapat hak-

haknya dari zakat.  

B. SARAN 

Dari beberapa kesimpulan diatas penulis memberikan saran, yaitu : 

1. Hutang piutang yang terjadi di Yayasan Nurul Huda harus sesuai 

dengan ketentuan Qarḍ al Ḥasan agar tidak keluar dari ketentuan 

syariah. 

2. Bagi Yayasan Nurul Huda Surabaya khususnya pihak pemberi 

pinjaman agar lebih amanah dalam menjalankan dana dari para 

donatur yang berupa zakat, supaya lebih bermanfaat. 

3. Kepada para pihak peminjam supaya bisa bertanggung jawab atas 

dana yang dipinjamkan karena dana tersebut dari para donatur 

untuk kemaslahatan umat.  
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